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Disahkan oleh

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Nama SOP

Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

&)

Undang—UndanE Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undangi(—Undang Nomor
3 .
4. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publi
Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa
Tengah.

. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013, Tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

. Peraturan Gubernur Jawa Ten?]ah Nomor 43 Tahun 2023, Tentan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2012, Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang

Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

. Minimal Sarjana;
. Menguasai Tata Pembukuan;

BWON-=

. Memiliki Tata Krama.

. Mengetahui Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima;

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

Masyarakat yang Membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah

. Formulir Isian

. Komputer

. Pesawat Telepon
. Jaringan Internet
ATK

AWM

Peringatan

1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak

akan terlayani dengan Balik;

2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan

tercapai;

3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah

Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif.

Pencatatan dan pendataan

Dicatat pada buku registrasi Permintaan Informasi Publik




ALUR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK PERMOHONAN INFORMASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No

Uraian Prosedur

Pelaksana

Mutu Baku

Ket

PPID

PPID
Pelaksana

Tim
Pertimbangan
PPID

Atasan
PPID

Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu

Output

2

4

5

7

Uji Konsekuensi dapat

dilakukan ketika :

a. Sebelum adanya
pemilihan informasi publik

b. Pada saat adanya
permintaan informasi
publik

c. Pada saat penyelesaian
sengketa informasi publik
atas perintah majelis
komisioner

Tentatif

PPID berkoordinasi dengan
PPID Pelaksana yang
menguasai dan mengelola
Informasi tertentu untuk
mengidentifikasi dokumen
Informasi Publik yang di
dalamnya memuat Informasi
yang akan dikecualikan

Form Daftar Informasi yang
dikecualikan dari PPID
Pelaksana SKPD dan BUMD

Tentatif

Rekapitulasi
Klarifikasi Informasi
yang dikecualiakan

dari PPID Pelaksana

SKPD dan BUMD

PPID mencatat Informasi yang
akan dikecualikan secara jelas
dan tenang

Rekapitulasi Klarifikasi
Informasi yang dikecualiakan
dari PPID Pelaksana SKPD
dan BUMD

Tentatif

Tim Pertimbangan PPID
menganalisis undang undang
yang dijadikan dasar
pengecualian.

Lembar Pengujian
Konsekuensi

Tentatif

Hasil analisis
perundang -
undangan atas
pengecualian
informasi publik

Tim Pertimbangan PPID
menganalisis dan
mempertimbangkan
berdasarkan keputusan,
kesesuaian, kepentingan
umum dan / ukuran lain yang
diatur dalam peraturan
perundang undangan atas
konsekuensi timbul apabila
suatu informasi di buka

Lembar Pengujian
Konsekuensi

Tentatif

Hasil analisa
pengecualian
informasi publik

Alasan
Pengecualian
Informasi harus
berdasarkan :
undang - undang
yang dijadikan
dasar
pengecualian dan
analisa
konsekuensi




TIM Pertimbangan PPID

Pada hari

Berita acara

mengisi lembar pengujian dan jam penguijian
konsekuensi tertulis secara kerja, konsekuensi
saksama dan penuh ketelitian maksimal 10
sebelum menyatakan (sepuluh) hari
Informasi Publik tertentu kerja, sejak
Dikecualikan. uji

konsekuensi

dilaksanakan.
Berita Acara Pengujian Maksimal Penetapan
Konsekuensi sebagaimana disahkan Keputusan Atasan
dimaksud dilaporkan kepada setelah 1 PPID beserta
Atasan PPID untuk bulan lampiran klarifikasi
mendapatkan persetujan pelaksanaan | informasi yang

Uji dikecualikan dan
Konsekuensi | berita acara yang

telah ditanda tangani
dan disahkan.




